BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukuran. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauhmana program dan kegiatan dilaksanakan dengan guna mencapai sasaran.

A. Capaian Indikator Kinerja 2016

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi. Setelah dilakukan penghitungan dengan membandingkan target dan realisasi maka akan diketahui tercapai atau tidak tercapaian indikator yang sudah ditetapkan. Selanjutnya capaian tersebut dievaluasi guna mengetahui tingkat keberhasilan dan  mendapatkan strategi yang tepat untuk kegagalan peningkatan kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja 2016

	No
	Skala Capaian Kinerja
	Kategori

	1
	Lebih dari 100%
	Sangat Berhasil

	2
	75% sampai 100%
	Berhasil

	3
	55% sampai 75%
	Cukup Berhasil

	4
	Kurang dari 50%
	Kurang Berhasil





Berdasarkan data yang disampaikan dari satuan kerja perangka daerah, hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian(%)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	1. PDRB perkapita (Rp.)
	47.517.000,-
 
	46.457.435
	97,8


	2. Meningkatnya konsumsi masyarakat.
	1. Daya beli masyarakat (Rp.)

	12.122.000
	11.781.000 
	97,19

	[bookmark: OLE_LINK1]
	2. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Rp.)

	16.605.892,-
	26.046.546
	156,85







	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)(%) 

	67,03
	68,93
	102,83

	
	2. Persentase wirausaha baru (%).

	1,00
	0,02
	20

	4. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1. Indeks Gini
	0,268
	0,28
	95,71%

	
	2. Indeks Williamson
	0,288

	0,251
	114,74 %

	5. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
	1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%).

	73,72
	73,81
	100,12


	6. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
	1. Angka Melek Huruf
	98,24
	97,63*
	99,37

	
	2. Angka rata-rata lama sekolah.

	8,01
	7,79*
	97,25

	
	3. Angka Harapan Hidup (tahun).

	69,80
	69.88*
	100,12

	7. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
	63,00
	57,44
	91,17


    *data tahun 2015, disebabkan data belum di rilis oleh BPS



	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	8. Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
	1. Capaian luas kawasan lindung terhadap luas  daratan wilayah Bangka Belitung.

	11,57
	11,57
	100

	9. Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.

	1. Ketaatan terhadap RT/RW
	100
	100
	100

	10. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.

	1. Jalan provinsi dalam kondisi mantap (%).
	97,50

	95,63
	98,08

	
	2. Pelabuhan laut/udara/ terminal bus dalam kondisi baik (%).
	85
	83
	98

	
	3. Rasio Elektrifikasi 
	97,50
	98,18
	100,7

	11. Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

	1. Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%).
	17,24
	17,24
	100

	
	2. Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	1
	1
	100











	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian (%)

	1
	2
	3
	4
	5

	12. Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.

	1. Opini Audit BPK
	WTP
	WDP
	WDP

	
	2. Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor).

	65,00 (B)
	B
	100

	
	3. Indeks Reformasi Birokrasi.

	62,25
	63,16*
	134,13

	13. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

	1. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
	76
	72,31*
	95,14



Berdasarkan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah sebanyak 23 indikator, dapat diamati berdasarkan kriteria skala pengukuran capaian sasaran indikator kinerja, menggambarkan 7 indikator dikategorikan sangat berhasil atau (29%) dan 15 indikator dikategorikan berhasil atau 69% dan 1 indikator kinerja kurang berhasil 1% yaitu indikator persentase usaha baru. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Gambar beirkut. 








Gambar 3.1.
Perbandingkan persentase skala pengukuran capaian indikator kinerja 


                Sumber : Hasil analisa, 2016


B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan seluruh target sasaran RPJMD tahun 2012-2017 yang telah direvisi pada tahun 2016.
Pengukuran analisis capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut diatas, maka dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran  strategis RPJMD pada Tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :






a. Misi Pertama :
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
	Tujuan Pertama :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat

	Sasaran Strategis  1.1 
Meningkatnya pendapatan masyarakat

	Indikator Kinerja Utama adalah PDRB perkapita (Rp)



Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	1. PDRB Perkapita (Rp)
	44.379.00
	47.517.000
	44.428.548
	46.457.435
	100,11
	97,8


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.1 pada, indikator kinerja PDRD perkapita (Rp) realisasi capaian tahun 2016 sebesar Rp46.457.435 atau 97,8%. Berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan “berhasil”. Memperhatikan  realisasi PDRD perkapita tahun 2015 sebesar Rp44.428.548, namun bila dilihat dari realisasi capaian tahun 2016 sebesar Rp46.457.435, maka secara nilai capaian nomimal tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015.

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahunan PDRB per Kapita selam 5 Tahun

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	PDRB Perkapita (Rp)
	35.100.000
	 8.180.000
	41.350.000
	44.428.548.
	
46.457.435


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016


Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	PDRB Perkapita (Rp
	54.320.131
	46.457.435
	85,5


   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.6.
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	PDRB Perkapita (Rp
	46.457.435
	47.960.000
	96,87 (atau kurang Rp.502.565,- dari tingkat nasional)


   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Perbandingan capaian realisasi indikator tahunan dipergunakan untuk mengetahui perbandingan realisasi capaian masing-masing. Perbandingan capaian indikator realisasi capaian tahunan sebagai perbandingan realisasi sebelumnya dan tahun sekarang disajikan pada gambar berikut.
Gambar 3.2
Realisasi Kinerja Tahunan PDRB per Kapita selam 5 Tahun

  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar Rp46.467.435,-dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 85,5% dari target RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Perbandingan target RPJMD  tahun 2016 dengan realisasi tahun 2016 PDRB perkapita disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.3.
Perbandingan Target RPJMD dengan realisasi capaian

  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.
 Berdasarkan grafik diatas bahwa pada capaian indikator PDRB perkapita tahun 2016 sebesar Rp46.467.435 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2015. Artinya capaian tahun 2016 belum tercapai. Alasan  belum tercapainya realisasi PDRB per kapita tahun 2016 dipengaruhi oleh adanya pengaruh oleh merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tentunya berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pendapatan regional inilah yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Karena untuk mengetahui PDRB perkpita maka  total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk didaerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. 
Namun intervensi program dan kegiatan yang sudah direncanakan belum dapat mendorong peningkatan peningkatan PDRB perkapita. 
· Hambatan dan kendala yang dihadapi
1. Pelambatan pertumbuhanan perekonomian global, nasional dan regional.
2. Belum optimalnya tenaga terampil.
3. Belum optimalnya investasi padat karya 
4. Masih tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan inflasi nasional.
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.
· Usulan upaya pemecahan masalah 
1. Mendorong upaya peningkatan investari yang sifatnya padat karya.
2. Prioritas program dan kegiatan untuk peningkatan infrastruktur wilayah melalui pembangunan kawasan ekonomi baru baik kawasan industri dan kawasan wisata, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, peningkatan kawasan perekonomian, penataan penggunaan dana desa diarahkan pada ekonomi rakyat.
3. Pengembangan UMKM berbasis agro mandiri dan wisata.
4. Peningkatan kemampuan keterampilan masyarakat melalui program pelatihan tenaga kerja mandiri.








Gambar 3.4
Capaian PDRD perkapita menurut Kabupaten/kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016

Sumber : BPS Prop. Kep. Babel, 2016
*Ketersediaan data merupakan data PRDB Tahun 2015

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi program cukup efisien terhadap pencapaian indikator kinerja PDRB perkapita (Rp). 
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk meningkatkan PDRB perkapita dengan melakukan intervensi program dan kegiatan lintas sektor yang mendukung. Intervensi program dan kegiatan pada Tahun 2016 adalah  program peningkatan kesejahteraan petani, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,  Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit ternak , Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan,  Program Pengelolaan & Pengawasan sumber daya laut, pesisir & pulau-pulau kecil  serta sumber daya perikanan, Program Peningkatan Promosi & Kerjasama investasi , Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan , Program Penelitian/Pengembangan ESDM & air tanah, Program Pembinaan & Pengusahaan mineral, panas bumi & air tanah , Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya,  Program Pengembangan Destinasi Pariwisata  dan Program Pengembangan Kemitraan . 
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Gambar 3.5
Program dukungan terhadap peningkatan PDRD perkapita









b. Misi Pertama :
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
	Tujuan Pertama :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat

	Sasaran Strategis  1.2 
Meningkatnya konsumsi masyarakat

	Indikator Kinerja Utama :
1. Daya beli masyarakat (Rp)
2. pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)



Tabel 3.7
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Meningkatnya Konsumsi Masyarakat.


	1. Daya Beli Masyarakat (Rp)
	11.744.000
	12.122.000
	11.885.000
	11.781.000
	101,2
	97,19

	
	2.Pengeluaran Konsumsi  Rumah Tangga perkapita (Rp)
	14.638.250,-
	16.605.892
	14.747.684,-
	26.046.546
	100,75
	156,85


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 1.2 pada tabel Capaian target sasaran indikator kinerja daya beli masyarakat capaian tahun 2016 sebesar 97,19 persen. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya konsumsi masyarakat, dengan indikator daya beli masyarakat dikategorikan “berhasil”. Sementara itu indikator kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita capaiannya 156,85%. Capaian ini dikategorikan “sangat berhasil”.  


Gambar 3.6
Realisasi capaian indikator Daya Beli Masyarakat dan 
Pengeluaran konsumsi rumah tangga
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Bleitung
*Data realisasi tahun 2015

· Analisa capaian Indikator daya beli masyarakat
Capaian realisasi Indikator daya beli masyarakat dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita tahun sebelumnya juga diperlukan untuk disajikan. Untuk mengetahui besaran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan pada gambar berikut.
Gambar 3.7
Perbandingan realisasi capaian tahunan

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Indikator daya beli masyarakat capaian realisasi tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015. Demikian juga capaian realisasi tahun 2016 belum tercapai.  Belum tercapaianya indikator daya beli masyarakat disebabkan oleh adanya :
1. Melambatnya kondisi makro ekonomi menyebabkan kurangnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli dan pengeluaran konsumsi rumah tangga berkurang..
2. Harga-harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan sehingga masyarakat  cukup mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok (inflasi).
3. Kenaikan harga seperti BBM, listrik, elpiji, dan lain sebagainya.
4. Berkurangnya peluang berusaha.
Sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan upaya :
1. Mengoptimalkan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok di pasar rakyat secara berkala agar tetap stabil, melalui tim terpadu pengendalian inflasi daerah.
2. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pembinaan keterampilan dan keahlian dalam menghasilkan pendapatan, memberikan modal padat karya, bantuan PNPM, dan sebagainya.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja daya beli masyarakat (Rp).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 dalam mendukung indikator meningkatkan daya beli masyarakat melaksanakan  Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, dan  Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.  
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Gambar 8
Program Peningkatan daya beli masyarakat

Tabel 3.8
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat.


	1. Daya Beli Masyarakat (Rp,-).
	12.239.000
	11.781.000
	96,25

	
	2.Pengeluaran Konsumsi  Rumah Tangga perkapita (Rp).
	18.282.358
	26.046.546
	142,46


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016



Tabel 3.9
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat.


	1. Daya Beli Masyarakat (Rp).
	11.781.000
	
	belum diperoleh data realisasi nasional

	
	2.Pengeluaran Konsumsi  Rumah Tangga perkapita (Rp).
	26.046.546
	
	belum diperoleh data realisasi nasional



· Analisa capaian pengeluaran konsumsi masyarakat
Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional/daerah menurut pendekatan pengeluaran, variabel ini lazim dilambangkan dengan dengan hurup C (Consumption). 
Pengeluran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan lazim dilambangkan dengan hurup S (Saving). Apabila pengeluaran-pengeluaran konsumsi semua orang dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Semakin besar pendapatan, makin besar pula pengeluaran konsumsi.
Capaian pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2016 lebih besar dari target yang ditetapkan. Besarnya realisasi pengeluaran masyarakat ini dipengaruhi oleh adanya harga-harga kebutuhan pokok sering mengalami kenaikan (inflasi),  kelanggkaan bahan atau berkurangnya stok juga dapat mempengaruhi, dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), bahan bakar minyak (BBM) dan lain sebagainya.
Usulan upaya pemecahan yaitu dengan mengoptimalkan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok di pasar rakyat secara berkala agar tetap stabil, melalui tim terpadu pengendalian inflasi daerah dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan pembinaan keterampilan dan keahlian dalam menghasilkan pendapatan, memberikan modal padat karya, bantuan PNPM, dan sebagainya.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita.
Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah Program Pengembangan Pengelolahan & Pemasaran Produk Hasil Kelautan & Perikanan dan Program Perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan. 




















c. Misi Pertama
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
	Tujuan Pertama :	Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat

	Sasaran Strategis  1.3 
Peningkatan Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat

	Indikator Kinerja Utama :
1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)
2. Wira usaha baru (%)



Tabel 3.10
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
3.Peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat


	1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%).
	65,85
	67,03
	66,71
	68,93
	101,30
	102,83

	
	2.Persentase Wirausaha Baru (%).
	1,00
	1,00
	0,55
	0,02
	55,00
	20


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%) dan persentase wira usaha baru (%). Sebagaimana target tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2016 sebesar 67,03 % dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 68,93 %, bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 102,83%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 102,83% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 101,30%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat, dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dikategorikan “sangat berhasil”.
Sedangkan persentase wira usaha baru dari target tahun 2016 sebesar 1%, realisasi capaian sebesar 0,02%. Bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 55% dengan realisasi tahun 2016 sebesar 2%, maka realisasi tahun 2016 mengalami penurunan.  Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat, dengan indikator persentase wira usaha baru  dikategorikan “kurang berhasil”.
Realisasi kinerja tingkat partispasi angkatan kerja (TPAK) dan persentase wira usaha baru disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
3.Peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat


	1.Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%).
	65,67
	62,91
	65,45
	66,71
	68,93

	
	2.Persentase wirausaha baru (%).
	
	0,90
	1,4
	0,55
	0,02


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas UMKM, 2016
Tabel 3.12
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen)

	1
	2
	3
	4
	5

	3.Peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat


	1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%).
	67,08
	68,93
	102,76

	
	2.Persentase Wirausaha Baru (%).
	1
	0,02
	2


    Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas UMKM, 201


Tabel 3.13
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	3.Peningkatan kesempatan Kerja bagi masyarakat


	1.Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)
	68,93
	
	Data realisasi nasional belum di rilis

	
	2.Persentase wira usaha baru (%)
	0,02
	
	


	    Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas UMKM, 2016
Perbandingan  tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 3.14
Capaian TPAK se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016
	No
	Provinsi/Kabupaten/Kota
	Realisasi TPAK (%)

	1
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	68,93

	2
	Kota Pangkalpinang
	67,41*

	3
	Kabupaten Bangka
	63,88*

	4
	Kabupaten Bangka Barat
	65,47*

	5
	Kabupaten Bangka Tengah
	66,48*

	6
	Kabupaten Bangka Selatan
	70,32*

	7
	Kabupaten Belitung
	67,64*

	8
	Kabupaten Belitung Timur
	68,11*


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
Berdasarkan data realisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TPAK tahun 2016 sebesar 68,93% memang meningkat dari target yang ditetapkan, berdasarkan analisis bahwa peningkatan TPAK dapat berimbas terhadap angkatan kerja bila tidak dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja masyarakat atau lapangan kerja baru.  Hal ini disebabkan besarnya TPAK  menunjukkan kecilnya angka peluang masyarakat untuk bekerja. Penyebab lain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, belum adanya pengaruh investasi/penanaman modal pada upaya untuk membuka peluang kerja baru. Peran swasta juga sangat diharapkan dalam mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan.
· Hambatan dan kendala yang dihadapi terhadap Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu :
1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan, sehingga turut berpengaruh terhadap TPAK.
2. Sektor swasta belum mampu menurunkan TPAK.
3. Belum optimalnya penempatan tenaga terampil yang telah dilatih.
4. TPAK penduduk usia muda biasanya rendah, karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka masih bersekolah dan merasa belum mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah . Menurut golongan usia, TPAK terendah pada kelompok usia 15-19 tahun, dan kemudian akan meningkat seiring bertambahnya jumlah usia. Akan tetapi, TPAK tertinggi berada pada golongan usia 45-49 tahun. Selanjutnya ,setelah melebihi usia 49 tahun,tingkat TPAK akan menurun secara perlahan-lahan . Penurunan tingkat TPAK secara tajam akan terjadi pada usia kerja lansia, yaitu diatas 60 tahun.
5. TPAK wanita lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan system nilai masyarakat , bahwa pria memikul kewajiban utama untuk mencari nafkah.

· Upaya pemecahan masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu :
1. Meningkatkan tenaga ahli terdidik dan terampil.
2. Membuka peluang kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sektor swasta di luar pulau Bangka Belitung.
3. Membuka peluang kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kementerian Tenaga Kerja untuk penempatan tenaga ahli terampil dan terdidik ke negara-negara yang membutuhkan.
4. Mengoptimalkan peran sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi untuk mendidik angkatan kerja yang siap untuk bekerja.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).
Program yang telah dilakukan dalam mengurangi TPAK adalah Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek, Program Peningkatan Kompetensi & Produktifitas Tenaga Kerja dan  Program Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja.   

· Analisa capaian Persentase Wirausaha Baru
Indikator Wira usaha baru merupakan gambaran terhadap jenis usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data tahun 2015 jumlah UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 292.456 usaha. Data tahun 2016 jumlah UMKM Provinsi berjumlah 225.972 usaha. Untuk lebih jelasnya jumlah UMKM Provinsi disajkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.15
Jumlah UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	No
	Kabupaten/Kota
	Usaha Mikro
	Usaha Kecil
	Usaha Menengah
	Total

	1
	Pangkalpinang
	15.421
	11.326
	277
	27.024

	2
	Bangka
	33.230
	18.761
	61
	52.052

	3
	Bangka Tengah
	18.771
	1.054
	0
	19.825

	4
	Bangka Barat
	40.037
	14.580
	99
	54.716

	5
	Bangka Selatan
	36.629
	10.201
	46
	46.876

	6
	Belitung
	15.087
	167
	67
	15.321

	7
	Belitung timur
	9.207
	930
	21
	10.158

	
	Jumlah
	164.382
	57.019
	571
	225.972


Sumber : Dinas UMKM, 2016
Untuk mengetahui persentase jumlah UMKM per Kabupaten/kota disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.9
Persentase jumlah UMKM berdasarkan Kabupaten/Kota

Bila data UMKM tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016, maka data UMKM mengalami penurunan sebesar 60.484. Penurunan jumlah UMKM ini sangat signifikan terhadap perkembangan jumlah UMKM. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data yang dipergunakan tahun 2015 dan 2016 keakuratannya belum tervalidasi dengan baik, sehingga berbeda persepsi data yang dipergunakan. Penyebab lain menurunnya daya beli masyarakat, sehingga banyak UMKM yang berhenti dan lain sebagainya. Bila data tahun 2016 mengalami penurunan, maka capaian ini perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program dan indikator SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan UMKM. 
Upaya yang diperlukan untuk mengatasi penurunan jumlah UMKM adalah melakukan validasi secara menyeluruh kondisi existing di Kabupaten/kota dan mengintervensi program peningkatan UMKM.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program belum efisien terhadap pencapaian indikator kinerja wira usaha baru.
[image: IMG_3985]Analisis program/kegiatan yang menunjang adalah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi & Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga & Wilayah, dan Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah, Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 
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Gambar 3.10
Program pembinaan UMKM
d. Misi Pertama
Mengembangkan ekonomi kerakyatan
	Tujuan Pertama :	Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata

	Sasaran Strategis   
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.

	Indikator Kinerja Utama :
1. Indeks gini
3. Indeks Williamsom


Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah:
Tabel 3.16
Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2016
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1.Indeks Gini
	0,300
	0,268
	0,27
	0,28
	110
	95,71

	
	2.Indeks Williamson
	0,291
	0,288
	0,219
	0,251
	124,74
	114,74


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis yaitu Indeks Gini dan Indeks Williamsom. Sebagaimana target Indeks Gini tahun 2016 sebesar 0,268 % dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 0,28,  bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 104,48%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 104,48% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 110%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis disparitas pembangunan antar wilayah, dengan indikator Indeks Gini dikategorikan “berhasil”.
Sedangkan Indeks Williamsom dari target tahun 2016 sebesar 0,288, realisasi capaian sebesar 0,251, dengan capaian realisasi sebesar 87,51%. Capaian Indeks Williamsom bila dibandingkan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 0,219 dengan realisasi tahun 2016 sebesar 0,251, maka realisasi tahun 2016 mengalami penurunan.  Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, dengan indikator Indeks Williamsom dikategorikan “ sangat berhasil”.
Untuk mengetahui realisasi tahunan indikator kinerja Indeks Gini dan Indeks Williamsom disajikan  tabel berikut :
Tabel 3.17
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1.Indeks Gini
	0,290
	0,310
	0,300
	0,27
	0,28

	
	2.Indeks Williamson
	0,284
	0,304
	0,294
	0,219
	0,251


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.18
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1.Indeks Gini
	0,265
	0,28
	94,64

	
	2.Indeks Williamson
	0,285
	0,251
	114,74


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016





Tabel 3.19
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	1.Indeks Gini
	0,28
	0,40
	-0,12

	
	2.Indeks Williamson
	0,251
	
	Belum ada data nasional


  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja Indeks Gini dan Williamsom perbandingan realisasi tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut. 
Gambar 3.11
Realisasi kinerja tahunan

  Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.
· Analisa capaian Indek Gini
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,27, sedangkan tahun 2016 diperkirakan menjadi 0,28. Indek Gini 0,28 tahun 2016 artinya mengalami peningkatan ketidakmerataan pendapatan. Peningkatan ketidakmerataan Indek Gini tahun 2016 disebabkan adanya kenaikan pendapatan masyarakat pada sektor tertentu misalnya petani lada timah, dan lain sebagainya.  

· Analisa capaian Indek Williamsom
Indeks Williamsom merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara daerah, semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:
Besarnya IW adalah 0 < IW < 1
Jika IW 	= 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,
Jika IW 	=1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,
IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,
IW mendekati 1,  berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.
Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012 angka indeks sebesar 0,284 berfluktuasi sepanjang tahun 2012-2016 dan kembali ke angka 0.251 pada tahun 2016. Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar diatas. Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsiKepulauan Bangka Belitung.
Pada tahun 2016 IW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik menjadi 0,251. Keberhasilan IW ini didorong melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
· Hambatan dan Kendala perkembangan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat  dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Williamsom :
1. Belum optimalnya program pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan masyarakat menengah ke bawah.
2. Masih minimnya sarana dan prasarana pembangunan khususnya di daerah pedesaan sehingga akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih minim.
3. Adanya ketimpangan dalam distribusi asset. Ketimpangan aset dimaksudkan belanja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Misalkan ketidakmerataan program pertanian pada kabupaten/kota. 
· Upaya pemecahan masalah dan solusi perkembangan penurunan disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat  dengan indikator  Indeks Gini dan Indeks Williamsom :
1. memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pembangunan yang menunjang terhubungnya antar wilayah dengan masyarakatnya sehingga terciptanya akses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mendorong pemerintah melakukan intervensi terhadap penggunaan dana desa, agar lebih diprioritaskan pada program peningkatan ekonomi masyarakat.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator Indeks Gini dan Indeks Williamsom.
Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat  adalah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/  pemeliharaan jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program penyelenggaraan jalan, program pembangunan infrastruktur pedesaan, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah & Besar, Program Pengembangan Perumahan, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Peningkatan Pelayananan Angkutan,  Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa & Keuangan Desa, Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat & Usaha Ekonomi Desa dan Program Pengelolaan SDA desa dan Pengembangan TTG dan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan








e. Misi Kedua
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	Tujuan Pertama :	Memberdayakan masyarakat

	Sasaran Strategis   
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

	Indikator Kinerja Utama :
Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran



Adapun pencapaian target  kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut :
Tabel 3.20
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
	1.Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%). 

	70,11
	73,72
	75,28
	73,81
	107,37
	100,2


Sumber : BAPPEDA Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan dengan indikator sasaran persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagaimana target persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016 sebesar 73,2 % dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 73,81 %,  bila dibandingkan realisasi dengan target, maka capaian realisasi sebesar 102 %. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 102 % dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 107 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan dengan indikator target persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2016 “sangat berhasil”.
Tabel 3.21
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
	1.Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%). 

	59.39
	62.92
	66.46
	75,28
	73,81


    Sumber : BAPPEDA Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.22
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
	1.Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%). 

	77,32
	73,81
	95,5


    Sumber : BAPPEDA Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.12
Persen Realisasi Kinerja Tahunan


Sumber : BAPPEDA Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Mekanisme usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-undang Nomor 25  Tahun 2014 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan. Usulan program dan kegiatan pada umumnya dilakukan melalui forum musyawarah antar pemangku kepentingan.
    Dengan keterlibatan masyarakat ke dalam proses pembangunan, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang Top Down namun akan menerapkan sistem Bottom Up dimana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah.
Usulan yang diakomodir didalam perencanaan dari Tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Namun usulan masyarakat dalam perencanaan tahun 2016 sedikit menurun bila dibandingkatan tahun 2015. 
Penurunan usulan yang diakomodir Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2016 tersebut, disebabkan :
1. Adanya keterbatasan sumber pembiayaan/anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Belum optimalnya komunikasi Pemerintah dengan masyarakat ataupun stakeholder, keterkaitan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan adalah program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan pembangunan daerah dan program perencanaan pembangunan pemerintah.
Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pembangunan melalui pendanaan APBD perlu dilakukan upaya pendanaan untuk membiayai program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat diluar anggaran APBN maupun APBN, misalkan melalui dana CSR.







f. Misi Kedua
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
	Tujuan Pertama :	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

	Sasaran Strategis   
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.

	Indikator Kinerja Utama :
1. Angka melek huruf
2. Angka rata-rata lama sekolah
3. Angka harapan hidup



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.23
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan




	
1.Angka Melek Huruf.

	96,97
	98,24
	97,63
	97,63
	101,48
	99,37

	
	2.Angka rata-rata lama sekolah.

	7,90
	8,01
	7,35
	7,79
	93,04
	97,25

	
	3.Angka Harapan Hidup
	69,30
	69,80
	69,72
	69.88*
	100,61
	100,12


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
*Data tahun 2015, karena ketersediaan data 2016 belum dirilis

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis  terpenuhinya kapasitas dan kualitas  pendidikan dan kesehatan dengan 3 (tiga) indikator sasaran angka melek huruf, angka rata-rata sekolah dan angka harapan hidup. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja angka melek huruf sebesar 98,24 %, terealisasi sebesar 97,63% atau tercapai capaian sebesar 99,37%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 97,63% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 97,63% %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terpenuhinya kapasitas dan kualitas  pendidikan dan kesehatan dengan indikator angka melek huruf tahun 2016 “berhasil”.
Target tahun 2016 indikator kinerja angka rata-rata sekolah sebesar 8,01, terealisasi sebesar 7,79 atau tercapai capaian sebesar 93,4%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 7,79 dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 7,35. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terpenuhinya kapasitas dan kualitas  pendidikan dan kesehatan dengan indikator angka melek huruf tahun 2016 “berhasil”
Target tahun 2016 indikator kinerja angka harapan hidup sebesar 69,80, terealisasi sebesar 69,88 atau tercapai capaian sebesar 100,01. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 69,88  dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 69,72. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terpenuhinya kapasitas dan kualitas  pendidikan dan kesehatan dengan indikator angka melek huruf tahun 2016 “sangat berhasil”
Tabel 3.24
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1.Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan




	
1.Angka Melek Huruf.

	95,88
	96,44
	96,71
	97,63
	97,63

	
	2.Angka rata-rata lama sekolah.

	7,68
	7,73
	7,80
	7,35
	7,79

	
	3.Angka Harapan Hidup
	69,20
	69,21
	69,25
	69,72
	69.88


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tabel 3.25
Capaian Angka Melek Huruf, Angka Rata-Rata Sekolah Dan Angka Harapan Hidup se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016

	No
	Provinsi/Kabupaten/Kota
	Capaian Indikator
	Ket

	
	
	Angka melek huruf*
	 Angka rata-rata sekolah*
	Angka harapan hidup
	

	1
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	97.66
	7.46*
	69.88*
	

	2
	Kota Pangkalpinang
	99.41
	9.75*
	72.51*
	

	3
	Kabupaten Bangka
	97.77
	7.94*
	70.48*
	

	4
	Kabupaten Bangka Barat
	96.51
	6.68*
	69.47*
	

	5
	Kabupaten Bangka Tengah
	97.47
	6.70*
	70.28*
	

	6
	Kabupaten Bangka Selatan
	96.84
	5.88*
	66.86*
	

	7
	Kabupaten Belitung
	97.35
	8.09*
	70.32*
	

	8
	Kabupaten Belitung Timur
	98.28
	7.91*
	71.23*
	


       Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3.26
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan




	1.Angka Melek Huruf.

	98.50
	97,63
	99,11

	
	2.Angka rata-rata lama sekolah.
	8,11
	7,79
	96,1

	
	3.Angka Harapan Hidup
	69,9
	69,88
	99,8


   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Tabel 3.27
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan




	
1.Angka Melek Huruf.

	97,63
	..*
	Belum ada data realisasi nasional

	
	2.Angka rata-rata lama sekolah.

	7,79
	..*
	Belum ada data realisasi nasional

	
	3.Angka Harapan Hidup
	69,72
	..*
	Belum ada data realisasi nasional


   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    *Realisasi data tahun 2015	

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja angka melek huruf, angka rata-rata sekolah dan angka harapan hidup dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.13
Realisasi tahunan kinerja angka melek huruf, angka rata-rata sekolah 
dan angka harapan hidup

   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

· Angka Melek Huruf
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Salah satu indikator untuk melihat pencapaian terlaksananya pendidikan dengan baik dapat diketahui melalui tingkat angka melek huruf yang semakin baik. Tingkatan angka melek huruf penduduk suatu wilayah akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum. Sebagai perbandingan angka melek huruf tahun 2016 dengan tahun 2015 disajikan pada Gambar berikut.
Gambar 3.14
Angka Melek Huruf Usia 15 +  Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Sumber:Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan persentase angka melek huruf periode tahun 2014-2015 di Kabupaten/kota menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk yang mampu membaca hanya sebesar 0,03 persen.  Hal ini berarti penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan belum bebas buta huruf. Kemungkinan bisa disebabkan karena masih ada penduduk berusia diatas 15 tahun yang sudah berusia lanjut dan beranggapan jika kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah berumur tua dan pekerjaannya tidak memerlukan kecakapan membaca dan menulis, maka mereka akan berpikir membaca atau menulis bukan suatu kebutuhan yang penting.
Data capaian angka melek huruf masih menyajikan data Tahun 2015, hal ini disebakan data tahun 2016 belum dilakukan rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung, namun demikian dari realisasi dibandingkan target, maka pada tahun 2016 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dsebabkan oleh adanya pengaruh usia penduduk diatas 15 tahun yang sudah berusia lanjut dan beranggapan jika kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah berumur tua dan pekerjaannya tidak memerlukan kecakapan membaca dan menulis, maka mereka akan berpikir membaca atau menulis bukan suatu kebutuhan yang penting.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan indikator angka melek huruf.
[image: DSC03881][image: F:\2016 APBD\Belanja Langsung 2016\Pelatihan Pendidik PAUD A1&A2 1-4 Maret 2016 (Puncak)\Foto Angkatan I\20160301_142117.jpg]Program yang menunjang terhadap upaya pemerintah dalam menurunkan angka melek huruf  adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal.
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Gambar 3.15
Dukungan program menurunkan angka melek huruf
· Angka rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Gambar 3.16
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

      Sumber: 	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di tiap kabupaten/Kota belum terlihat adanya pemerataan. Jika dilihat dari tahun 2010-2015 terlihat masih tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Selatan. Bahkan perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan indikator angka rata-rata lama sekolah.
Program yang menunjang terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan dan  Program Pendidikan Menengah dan Tinggi.
[image: ]
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Gambar 3.17
Program peningkatan angka rata-rata lama sekolah

· Angka harapan hidup
Berdasarkan data menurut Kabupaten/Kota tahun 2015 Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 69,88 tahun. UHH tertinggi masih berada di Kota Pangkalpinang 72,51 tahun dan untuk UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 66,86 tahun. Angka capaian angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari target yang ditetapkan tercapai.
Untuk lebih jelasnya angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar berikut.





Gambar 3.18
Angka Harapan Hidup
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


   Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan indikator angka harapan hidup.
Ketercapaian indikator angka harapan hidup didukung oleh adanya Program obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat, Program Perbaikan gizi masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular, Program standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Pengawasan & Pengendalian Makanan, Program Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Program Sumber Daya Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, DAN Program Pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. 
[image: ][image: Description: C:\Users\TOSHIBA\Documents\Bluetooth\Inbox\20141211_114108.jpg]












Gambar 3.19
Program peningkatan angka harapan hidup












g. Misi Ketiga
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
	Tujuan :	
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

	Sasaran Strategis   
Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

	Indikator Kinerja Utama :
Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)




Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.28
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.
	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	61,00
	63,00
	60,56
	57,44
	99,28
	91,17


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis  terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan  indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 63, terealisasi sebesar 57,44 atau tercapai capaian sebesar 91,17%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 91,17% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 99,28 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2016 “berhasil”.
Tabel 3.29
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	58.17
	59,29
	60,21
	60,56
	57,44


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 3.30
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	65
	57,44
	88,4


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016










Tabel 3.31
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	57,44
	
	


   Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.20
Realisasi kinerja tahunan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah khususnya tingkat provinsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indikator dari IKLH terdiri dari kualitas air sungai atau Indeks Air (IPA), kualitas udara atau indeks udara (IPU) dan kualitas tutupan lahan atau Indeks Tutupan Hutan (ITH).
Realisasi capaian IKLH tahun 2016 sebesar 57,44, sedangkan IKLH tahun 2015 sebesar 60,56, bila dibandingkan maka penurunan IKLH tahun 2016 sebesar 5,15. Penurunan IKLH tahun 2016 perlu dicermati, karena penurunan ini kontribusi dari indeks pencemaran air (IPA) sebesar 62,05, indeks pencemaran udara (IPU) sebesar 80,4 dan indeks tutupan lahan (ITH).
Sedangkan peningkatan IKLH tahun 2015 didorong oleh adanya  Penurunan nilai indeks pencemaran air sebesar 1,3. Hal ini disebabkan beberapa parameter hasil pemantauan kualitas air berada diatas baku mutu diantaranya COD, BOD untuk beberapa titik pemantau yang disebabkan oleh pencemaran dari sumber domestik maupun point source dari industri.	
· Hambatan dan kendala yang dihadapi karena belum tercapaianya target yang ditetapkan adalah adalah :
1. Peningkatan beban pencemaran yang masuk ke sungai.
2. [image: C:\Users\robi\Pictures\HP Xiomi Nop 2016\IMG_20160825_131217_HDR.jpg]Meningkatnya aktifitas didaerah aliran sungai (DAS) seperti aktivitas tambang, perkebunan serta pertambangan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Peningkatan beban pencemaran udara ambien akibat meningkatnya aktivitas transportasi, industri dan masyarakat yang menghasilkan emisi udara baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.
4. Pembukaan lahan yang semakin meluas baik untuk kepentingan pelaku usaha maupun kepentingan masyarakat.
5. Tidak tercapainya target beberapa kegiatan strategis dikarenaka adanya rasionalisasi anggaran.
· Usulan upaya pemecahan masalah mengatasi belum tercapainya realisasi adalah:
1. Mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap aktivitas yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai.
2. Mengoptimalkan upaya koordinasi dengan berbagai sektor terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Mengoptimalkan peran kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Mengoptimalkan peran  UPT Laboratorium dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
5. Mengoptimalkan sumberdaya manusia yang berkompeten dan terampil bidang lingkungan hidup.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam indikator kinerja  indeks kualitas lingkungan hidup.
Program yang mendukung terhadap indeks kualitas lingkungan hidup adalah Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan Program peningkatan pengendalian polusi. 








h. Misi Ketiga
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
	Tujuan :	
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

	Sasaran Strategis   
Terjaganya kualitas lingkungan hidup 

	Indikator Kinerja Utama :
Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%)



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.32
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%).
	11,57
	11,57
	11,57
	11,57
	100
	100



Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis  terjaganya kualitas lingkungan hidup dengan  indikator Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%). 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%) sebesar 11,57, terealisasi sebesar 11,57 atau tercapai capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 100% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 100 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terjaganya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%) tahun 2016 “berhasil”.
Tabel 3.33
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%).
	11,57
	11,57
	100



Tabel 3.34
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup.
	Capaian luas kawasan lindung terhadap luas daratan wilayah Bangka Belitung (%).
	11,57
	
	



Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 menjelaskan bahwa luas kawasan hutan sebesar 659.013,51 Ha (40,12%) dari luas daratan, luas kawasan lindung sebesar 189.965,23 Ha atau 28,83% dari luas kawasan hutan. Kemudian luas kawasan lindung sebesar 11,57% dari luas daratan. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel berikut :










Tabel 3.35
Luas Kawasan Hutan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016
	No
	Kabupaten
	Luas Kawasan Hutan (ha)
	Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung Berdasarkan Luas Kawasan Hutan Per

	
	
	Setelah SK.798/Menhut-II/2012
	Kabupatan

	1
	Bangka
	Hutan Konservasi
	      15.650,16 
	 

	 
	 
	Hutan Lindung
	      15.736,25 
	                          8,28 

	 
	 
	Hutan Produksi
	      65.883,67 
	 

	 
	 
	Hutan Produksi Konversi
	               32,60 
	 

	2
	Bangka Barat
	Hutan Konservasi
	         8.339,99 
	 

	 
	 
	Hutan Lindung
	      28.588,64 
	                        15,05 

	 
	 
	Hutan Produksi
	      77.841,21 
	 

	 
	 
	Hutan Produksi Konversi
	            189,59 
	 

	3
	Bangka Tengah
	Hutan Konservasi
	         6.009,51 
	 

	 
	 
	Hutan Lindung
	      32.226,09 
	                        16,96 

	 
	 
	Hutan Produksi
	      84.990,10 
	 

	4
	Bangka Selatan
	Hutan Konservasi
	         2.914,85 
	 

	 
	 
	Hutan Lindung
	      28.234,03 
	                        14,86 

	 
	 
	Hutan Produksi
	    106.153,57 
	 

	5
	Belitung
	Hutan Konservasi
	         2.557,68 
	 

	 
	 
	Hutan Lindung
	      39.306,06 
	                        20,69 

	 
	 
	Hutan Produksi
	      40.377,04 
	 

	 
	 
	Hutan Produksi Konversi
	470,3961919
	 

	6
	Belitung Timur
	Hutan Lindung
	      45.874,17 
	                        24,15 

	 
	 
	Hutan Produksi
	      57.637,93 
	 

	
	LUAS DARATAN BANGKA BELITUNG
	
	1.642.423
	

	 
	LUAS KAWASAN HUTAN TERHADAP LUAS DARATAN
	 
	    659.013,51 
	                        40,12

	 
	LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP LUAS KAWASAN HUTAN
	 
	    189.965,23 
	                        28,83 

	
	LUAS KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP LUAS DARATAN BANGKA BELITUNG
	
	
	11,57


Sumber : SK.798/Menhut-II/2012

Analisis penyebab keberhasilan didasari oleh belum adanya perubahan  ketetapan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomo 798/Menhut-II/2012, bahwa  ketetapan luas kawasan hutan lindung terhadap luas daratan Bangka Belitung sebesar 11,57%. Dipertahankannya kawasan lindung ini, dikarenakan kawasan hutan lindung dapat berfungsi untuk menjaga fungsi ekosistem secara berkelanjutan. Bila kawasan hutan lindung berkurang, dikuatirkan dapat mengganggu fungsi kawasan hutan, yang berakibat pada terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan lain sebagainya.  
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis pencegahan kerusakan lingkungan dengan indikator kinerja capaian luas kawasan lindung terhadap luas wilayah Bangka Belitung.
Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program/kegiatan yang menunjang kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu program rehabilitasi hutan dan lahan, dan program perlindungan dan konservasi hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan memang benar-benar difokuskan pada aksi sosialisasi, pembinaan dan pemeliharaan, pembangunan pilot project, dan penanaman 1 milyar pohon
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Gambar 3.21
Program Rehabilitasi hutan dan lahan
dan Perlindungan konservasi hutan
 (
LAPORAN 
KINERJA
2016
)
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Gambar 3.22
Peta Kawasan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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 (
Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014 - 2034
)
i. Misi Ketiga
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang
	Tujuan :	
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan

	Sasaran Strategis   
Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang 

	Indikator Kinerja Utama :
Ketaatan terhadap RTRW


Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.36
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.
	Ketaatan terhadap RTRW
	100
	100
	100
	100
	100
	100



Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis  terjaganya kualitas lingkungan hidup dengan  indikator Capaian Ketaatan terhadap RTRW. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian luas Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100, terealisasi sebesar 100 atau tercapai capaian sebesar 100%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 100% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 100 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terjaganya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Capaian Ketaatan terhadap RTRW tahun 2016 “berhasil”.






Tabel 3.37
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.
	Ketaatan terhadap RTRW
	100
	100
	100
	100
	100



Tabel 3.38
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang.
	Ketaatan terhadap RTRW
	100
	100
	100



Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan indikator kinerja Capaian luas Ketaatan terhadap RTRW dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut.
Gambar 3.23
Realisasi capaian indikator RTRW



Penataan ruang merupakan proses perumusan tatanan masa depan suatu ruang wilayah yang didalamnya terdapat berbagai sektor yang saling terkait secara sistemik.  Untuk menata itu semua diperlukan adanya kepastian hukum untuk masing-masing entitas ruang yang terjalin didalamnya.  Hal ini menjadi penting karena setiap sektor mempunyai karakter yang khas, berbeda-beda dan mempunyai aturannya masing-masing.  Karena pada akhir perumusan tata ruang suatu wilayah akan berujung pada penerapannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat dan oleh karena itu perlu mendapat kekuatan hukum.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 telah memperdakan 100% (seluruh) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Untuk RDTR, terdapat 1 (satu) RDTR yang telah diperdakan yakni RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat. Untuk status dan ketersediaan perda Rencana Tata Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

[bookmark: _Toc439065990][bookmark: _Toc439066200][bookmark: _Toc439253433][bookmark: _Toc447031093][bookmark: _Toc447092280]Tabel 3.38
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

	NO
	RENCANA TATA RUANG
	PERDA/ STATUS
	TAHUN
BERLAKU
	TANGGAL PENETAPAN

	1.
	RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	No. 02 Tahun 2014
	2014 - 2034
	6
	Februari
	2014

	2.
	RTRW Kota Pangkalpinang
	No.  01 Tahun 2012
	2011 - 2030
	27 
	Januari
	2012

	3.
	RTRW Kabupaten Bangka Tengah 
	No.  48 Tahun 2011 
	2011 - 2031 
	24 
	Desember
	2011

	4.
	RTRW Kabupaten Bangka
	No. 01 Tahun 2013
	2010 - 2030
	23 
	Januari
	2013

	5.
	RTRW Kabupaten Bangka Barat
	No.  01 Tahun 2014
	2014 - 2034
	3 
	Februari
	2014

	6.
	RTRW Kabupaten Bangka Selatan
	No.  06 Tahun 2014
	2014 - 2034
	25 
	Juni
	2014

	7.
	RTRW Kabupaten Belitung
	No.  03 Tahun 2014
	2014 - 2034
	30 
	Oktober
	2014

	8.
	RTRW Kabupaten Belitung Timur
	No.  13 Tahun 2014
	2014 - 2034
	30 
	Desember
	2014



Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.



Gambar 3.24
Peta Rencana Pola Ruang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
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Berdasarkan gambar realisasi capaian ketaatan terhadap RTRW dari tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Bahkan mulai tahun 2014 sampai dengan 2016 capaian ketaatan terhadap RTRW mencapai 100. Ketaatan terhadap RTRW diukur berdasarkan peraturan daerah tata ruang yang telah disahkan. 
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang dengan indikator kinerja Ketaatan terhadap RTRW.
Program dukungan terhadap ketercapaian indikator ketaatan RTRW adalah Program Perencanaan Tata Ruang.



j. Misi Keempat
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
	Tujuan :	
mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah

	Sasaran Strategis   
Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan 

	Indikator Kinerja Utama :
1. Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%).
2. Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%).
3. Rasio Elektrifikrasi.



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.39
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.



	1.Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%).

	92,50
	97,50
	92,20
	95,63
	100
	98,08

	
	2.Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%).

	80
	85
	80
	83
	100
	98

	
	3.Rasio Elektrifikrasi.

	91,96
	97,50
	96,90
	98,18
	105,37
	100,7


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan an ESDM, 2016
Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis   Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan  indikator Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%),Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) dan Rasio Elektrifikasi. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%) sebesar 97,50 %, terealisasi sebesar 93,36% atau tercapai capaian sebesar 95,75 %. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 98,08% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 100 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator Capaian Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%) tahun 2016 dikategorikan “berhasil”.
Target indikator kinerja capaian Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) sebesar 85 %, terealisasi sebesar 83% atau tercapai capaian sebesar 98%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 98% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 100 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%) dikategorikan“berhasil”.
Target indikator kinerja capaian rasio elektrifikasi sebesar 97,10 %, terealisasi sebesar 98,18% atau tercapai capaian sebesar 100,7%. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 98,18% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 105,7 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator rasio elektrifikasi (%) dikategorikan“sangat berhasil”
Tabel 3.40
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.



	1.Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%).

	61,47
	69,79
	96,73
	92,20
	98,08

	
	2.Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%).

	65
	70
	75
	80
	83

	
	3.Rasio Elektrifikrasi.

	79.94
	80,95
	88,97
	96,90
	98,18


   Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan an ESDM, 2016
Tabel 3.41
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.



	1.Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%).

	98
	95,63
	95,3

	
	2.Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%).

	100
	83
	83

	
	3.Rasio Elektrifikrasi.

	97,75
	98,18
	100,4


   Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan an ESDM, 2016

Tabel 3.42
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.



	1.Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (%).

	95,3
	Belum ada data realisasi nasional
	

	
	2.Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%).

	83
	Belum ada data realisasi nasional
	

	
	3.Rasio Elektrifikasi.

	98,18
	Belum ada data realisasi nasional
	


	
Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.25
Realisasi capaian eningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan



· Jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)
Jalan dalam pengembangan sarana dan prasarana wilayah dan pengembangan transportasi merupakan merupakan unsur penting yang tidak terpisahkan. Jalan sebagai  bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan amanah untuk mengembangan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/422/PU/VII/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Kolektor  Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi, bahwa panjang jalan yang tetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 899,33 km. Panjang jalan provinsi dilihat dari keberadaan wilayah Kabupaten/ Kota disajikan dalam Tabel berikut   :
Tabel 3.43
Kondisi Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota kondisi Mantap
	NO 
	Nama Ruas Jalan
	Kecamatan yang dilalui
	Panjang Ruas Jalan (Km)
	Panjang Tiap Kondisi (%)
	Kondsi Mantap
	% Mantap Kab/kota

	
	
	
	
	Baik
	Sedang
	Rusak Ringan
	Rusak Berat
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	KM
	%
	KM
	%
	KM
	%
	KM
	%
	
	

	1
	3
	4
	5
	 
	10
	 
	11
	 
	12
	 
	13
	14
	15

	I
	KOTA PANGKALPINANG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,42
	 

	1
	Pangkalpinang  -  Bts. Kota (Sp. Katis)
	Rangkui
	3,75
	2,15
	57,33
	1,52
	40,53
	0,08
	2,13
	0,00
	0,00
	97,87
	 

	2
	Jalan A. Yani
	 
	Bukit Intan
	1,80
	1,30
	72,22
	0,40
	22,22
	0,08
	4,44
	0,02
	1,11
	94,44
	 

	3
	Sp. Semabung - Sampur
	 
	Bukit Intan
	7,50
	5,28
	70,40
	2,17
	28,93
	0,05
	0,67
	0,00
	0,00
	99,33
	 

	4
	Jalan Trem
	 
	Ampui
	0,32
	0,08
	25,00
	0,24
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	5
	Jalan RE Martadinata
	 
	Ampui
	1,90
	1,20
	63,16
	0,70
	36,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	6
	Jalan Sumberejo
	 
	Pangkalbalam
	0,96
	0,41
	42,71
	0,53
	55,21
	0,02
	2,08
	0,00
	0,00
	97,92
	 

	7
	Jalan Ketapang - Pasir Padi
	Ketapang
	7,41
	5,44
	73,41
	1,91
	25,78
	0,06
	0,81
	0,00
	0,00
	99,19
	 

	8
	Jalan PPI
	 
	Ketapang
	2,90
	0,60
	20,69
	2,30
	79,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	9
	Jalan Alexander
	 
	Bukit Intan
	5,88
	2,98
	50,68
	2,85
	48,47
	0,05
	0,85
	0,00
	0,00
	99,15
	 

	10
	Jalan Dalam Kompleks Perkantoran Pemprov
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kep. Bangka Belitung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Jalan Pulau Bangka
	 
	Bukit Intan
	4,15
	2,40
	57,83
	1,75
	42,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Belitung
	 
	Bukit Intan
	0,48
	0,38
	79,17
	0,10
	20,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Gusung Asam
	Bukit Intan
	0,17
	0,10
	58,82
	0,07
	41,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Gusung Baru
	Bukit Intan
	0,17
	0,15
	88,24
	0,02
	11,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Pongok
	 
	Bukit Intan
	0,59
	0,20
	33,90
	0,39
	66,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	91,42

	 
	- Jalan Pulau Ketawai
	 
	Bukit Intan
	0,93
	0,70
	75,27
	0,23
	24,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Ketawai I
	 
	Bukit Intan
	0,43
	0,33
	76,74
	0,10
	23,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Ketawai II
	 
	Bukit Intan
	0,19
	0,18
	94,74
	0,01
	5,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Mandanau
	 
	Bukit Intan
	0,46
	0,20
	43,48
	0,22
	47,83
	0,04
	8,70
	0,00
	0,00
	91,30
	 

	 
	- Jalan Pulau Lindung Laut
	Bukit Intan
	0,31
	0,17
	54,84
	0,14
	45,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Lindung Darat
	Bukit Intan
	0,30
	0,20
	66,67
	0,10
	33,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Batu Dinding
	Bukit Intan
	0,59
	0,25
	42,37
	0,24
	40,68
	0,10
	16,95
	0,00
	0,00
	83,05
	 

	 
	- Jalan Pulau Punai
	 
	Bukit Intan
	0,13
	0,07
	53,85
	0,00
	0,00
	0,05
	38,46
	0,01
	7,69
	53,85
	 

	 
	- Jalan Pulau Semujur
	 
	Bukit Intan
	0,13
	0,00
	0,00
	0,08
	61,54
	0,03
	23,08
	0,02
	15,38
	61,54
	 

	 
	- Jalan Pulau Pelepas
	 
	Bukit Intan
	4,67
	2,19
	46,90
	2,48
	53,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Anyer
	 
	Bukit Intan
	0,30
	0,17
	56,67
	0,13
	43,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Panjang
	 
	Bukit Intan
	0,15
	0,09
	60,00
	0,06
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	- Jalan Pulau Lepar
	 
	Bukit Intan
	0,16
	0,04
	25,00
	0,00
	1,25
	0,10
	62,50
	0,02
	11,25
	26,25
	 

	 
	- Jalan Pulau Gelasa
	 
	Bukit Intan
	0,62
	0,38
	61,29
	0,18
	29,03
	0,04
	6,45
	0,02
	3,23
	90,32
	 

	 
	- Jalan Lingkungan
	 
	Bukit Intan
	3,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan I 
	Bukit Intan
	        0,70 
	0,11
	15,71
	0,34
	48,57
	0,23
	32,86
	0,02
	2,86
	64,29
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan II 
	Bukit Intan
	        0,70 
	0,70
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan III 
	Bukit Intan
	        0,01 
	0,00
	0,00
	0,01
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan IV 
	Bukit Intan
	        0,60 
	0,00
	0,00
	0,37
	61,67
	0,18
	30,00
	0,05
	8,33
	61,67
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan V 
	Bukit Intan
	        0,40 
	0,00
	0,00
	0,32
	80,00
	0,05
	12,50
	0,03
	7,50
	80,00
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan VI 
	Bukit Intan
	        0,40 
	0,02
	5,00
	0,35
	87,50
	0,02
	5,00
	0,01
	2,50
	92,50
	 

	 
	 - 
	 Lingkungan VII 
	Bukit Intan
	        0,23 
	0,10
	42,74
	0,13
	55,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,29
	 

	 
	- Jalan Akses Bandara
	 
	Bukit Intan
	0,43
	0,21
	48,84
	0,22
	51,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	KABUPATEN BANGKA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,55
	 

	1
	Lumut - Puding Gebak
	 
	P.Besar-Pemali-Sungailiat
	29,65
	8,48
	28,60
	20,00
	67,45
	0,39
	1,32
	0,78
	2,63
	96,05
	 

	2
	Puding Besar - Sungailiat
	Merawang -  Sungailiat
	31,60
	23,60
	74,68
	8,00
	25,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	3
	Jalan Lingkar Timur
	 
	P. Besar 
	22,25
	14,30
	64,27
	6,80
	30,56
	1,15
	5,17
	0,00
	0,00
	94,83
	 

	4
	Rebo - Tanjung Pesona - Jeliti - Simpang Perahu
	Mendo Barat
	14,50
	4,80
	33,10
	8,90
	61,38
	0,80
	5,52
	0,00
	0,00
	94,48
	92,55

	5
	Puding Besar - Saing - Kota Waringin
	P. Besar - Mendo Barat
	23,80
	17,00
	71,43
	6,80
	28,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	6
	Pasir Garam - Rukam - Kota Kapur
	SP. Katis - Mendo Barat
	27,70
	7,00
	25,27
	18,90
	68,23
	1,80
	6,50
	0,00
	0,00
	93,50
	 

	7
	Penagan -Tanjung Tedung
	Mendo Barat - S. Selan
	8,70
	1,00
	11,49
	5,00
	57,47
	2,10
	24,14
	0,60
	6,90
	68,97
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	III
	KABUPATEN BANGKA BARAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,34
	 

	1
	Ibul - Parit Tiga
	 
	Parit Tiga
	29,45
	17,05
	57,89
	12,20
	41,43
	0,20
	0,68
	0,00
	0,00
	99,32
	 

	2
	Parit Tiga - Tanjung Ru
	 
	Parit Tiga
	28,28
	12,70
	44,91
	14,30
	50,57
	1,28
	4,53
	0,00
	0,00
	95,47
	 

	3
	Kelapa - Kayu Arang
	 
	Kayu Arang
	13,44
	3,30
	24,55
	9,54
	70,98
	0,60
	4,46
	0,00
	0,00
	95,54
	97,34

	4
	Sangku - Dam III - Saing
	 
	Tempilang
	16,74
	5,90
	35,24
	10,64
	63,56
	0,20
	1,19
	0,00
	0,00
	98,81
	 

	5
	Simpang Tempilang - Sangku
	Kelapa
	20,70
	4,00
	19,32
	16,20
	78,26
	0,50
	2,42
	0,00
	0,00
	97,58
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	KABUPATEN BANGKA TENGAH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,47
	 

	1
	Pangkalpinang                  
	-  Sp. Katis
	SP. Katis
	18,27
	16,60
	90,86
	1,67
	9,14
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 

	2
	Sp. Katis
	-  Sungai Selan
	SP. Katis - S.Selan
	16,64
	10,80
	64,90
	5,00
	30,05
	0,84
	5,05
	0,00
	0,00
	94,95
	 

	3
	Namang
	-  Puput
	SP. Katis - Namang
	12,75
	9,90
	77,65
	2,85
	22,35
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 

	4
	Puput
	-  Sp. Katis
	SP. Katis
	4,54
	4,04
	88,99
	0,50
	11,01
	 
	 
	 
	 
	100,00
	 

	5
	Puput
	-  Lampur (Sp. Gedong )
	SP. Katis - S. Selan
	7,18
	6,08
	84,68
	0,90
	12,53
	0,20
	2,79
	0,00
	0,00
	97,21
	95,47

	6
	Pasir Garam
	-  Penagan
	SP. Katis - Mendo Barat
	9,50
	2,90
	30,53
	6,30
	66,32
	0,30
	3,16
	0,00
	0,00
	96,84
	 

	7
	Penagan
	-  Tanjung - Tedung
	Mendo Barat - S. Selan
	7,30
	1,90
	26,03
	4,00
	54,79
	0,80
	10,96
	0,60
	8,22
	80,82
	 

	8
	Koba 
	-  lubuk Besar
	Koba - Lubuk Besar
	38,40
	19,70
	51,30
	17,80
	46,35
	0,90
	2,34
	0,00
	0,00
	97,66
	 

	9
	Lubuk Besar
	-  tanjung Berikat
	Lubuk Besar
	32,00
	9,90
	30,94
	18,00
	56,25
	4,00
	12,50
	0,10
	0,31
	87,19
	 

	10
	Sp. Pulau Bangka
	-  Sampur
	Pangkalan Baru
	2,10
	0,80
	38,10
	1,30
	61,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	KABUPATEN BANGKA SELATAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,20
	 

	1
	Sungai Selan
	-  Lampur
	Sungai Selan
	8,08
	4,60
	56,93
	3,00
	37,13
	0,38
	4,70
	0,10
	1,24
	94,06
	 

	2
	Lampur
	-  Air Bara
	Air Gegas - S. Selan - Payung
	65,26
	37,26
	57,09
	27,10
	41,53
	0,90
	1,38
	0,00
	0,00
	98,62
	96,20

	3
	Air Gegas
	-  Bedengung
	Air Gegas - Payung
	25,60
	10,70
	41,80
	13,20
	51,56
	1,70
	6,64
	0,00
	0,00
	93,36
	 

	4
	Bedengung
	-  Batu Betumpang
	Payung - Pulau Besar
	23,40
	12,20
	52,14
	11,00
	47,01
	0,20
	0,85
	0,00
	0,00
	99,15
	 

	5
	Bedengung
	-  Payung
	Payung 
	14,30
	4,20
	29,37
	9,50
	66,43
	0,50
	3,50
	0,10
	0,70
	95,80
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	VI
	KABUPATEN BELITUNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,10
	 

	1
	Jalan Pattimura ( Tanjung Pandan )
	Tanjung Pandan
	2,69
	2,18
	81,04
	0,34
	12,64
	0,17
	6,32
	0,00
	0,00
	93,68
	 

	2
	Jalan Air Saga ( Tanjung Pandan )
	Tanjung Pandan
	2,01
	1,92
	95,52
	0,09
	4,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	3
	Jalan Srijaya ( Tanjung Pandan )
	Tanjung Pandan
	1,62
	1,20
	74,07
	0,42
	25,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	4
	Jalan Sijuk ( Tanjung Pandan )
	Tanjung Pandan
	2,50
	2,50
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	96,10

	5
	Junction
	-  Membalong
	Tanjung Pandan
	43,24
	33,04
	76,41
	10,00
	23,13
	0,20
	0,46
	0,00
	0,00
	99,54
	 

	6
	Jalan Dahlan (Tanjung Pandan )
	Tanjung Pandan
	2,02
	1,14
	56,44
	0,88
	43,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	7
	Jalan Basuki R ( Tanjung pandan )
	Tanjung Pandan
	0,90
	0,28
	31,11
	0,52
	57,78
	0,10
	11,11
	0,00
	0,00
	88,89
	 

	8
	Badau
	-  Gantung
	Badau - Gantung
	6,00
	3,00
	50,00
	2,20
	36,67
	0,80
	13,33
	0,00
	0,00
	86,67
	 

	9
	Perawas
	-  Km 50
	T.Pandan - K. Kampit-damar-manggar
	29,20
	20,80
	71,23
	8,30
	28,42
	0,10
	0,34
	0,00
	0,00
	99,66
	 

	10
	Tanjung Pandan
	-  Simpang Empat
	Tanjung Pandan, Sijuk
	20,35
	13,60
	66,83
	6,65
	32,68
	0,10
	0,49
	0,00
	0,00
	99,51
	 

	11
	Simpang Empat - Pesarakan - Buding
	Kelapa Kampit, Sijuk
	16,40
	4,00
	24,39
	10,80
	65,85
	1,50
	9,15
	0,10
	0,61
	90,24
	 

	12
	Bantan
	-  Pelulusan
	Mebalong - Dendang
	5,50
	1,00
	18,18
	3,00
	54,55
	1,50
	27,27
	0,00
	0,00
	72,73
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,27
	 

	1
	Badau
	-  Gantung
	Badau - Dendang-Gantung
	64,39
	40,10
	62,28
	20,00
	31,06
	4,29
	6,66
	0,00
	0,00
	93,34
	 

	2
	Sp.Renggiang
	-  Gantung
	Renggiang - Gantung
	17,71
	15,31
	86,45
	2,40
	13,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	 

	3
	Gantung
	-  Sp. Pedang
	Gantung - Manggar
	15,99
	9,89
	61,85
	6,00
	37,52
	0,10
	0,63
	0,00
	0,00
	99,37
	89,27

	4
	Km. 50
	-  Manggar
	Perawas - Manggar
	44,79
	18,30
	40,86
	26,39
	58,92
	0,10
	0,22
	0,00
	0,00
	99,78
	 

	5
	Buding
	-  Pesarakan
	Kelapa Kampit - sijuk
	14,70
	4,00
	27,21
	5,00
	34,01
	5,70
	38,78
	0,00
	0,00
	61,22
	 

	6
	Bantan
	-  Pelulusan
	Membalong - Dendang
	5,50
	2,00
	36,36
	2,80
	50,91
	0,50
	9,09
	0,20
	3,64
	87,27
	 

	7
	Dalam Kota Manggar
	-  Pelabuhan
	Manggar
	0,87
	0,00
	0,00
	0,73
	83,91
	0,14
	16,09
	0,00
	0,00
	83,91
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	865,01
	463,08
	53,53
	364,10
	42,09
	35,83
	4,14
	2,00
	0,23
	 
	93,36





Gambar 3.26
Persentase Jalan Provinsi Mantap yang berada di Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Prop. Kep. Babel, 2016
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/422/PU/VII/2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Jaringan Kolektor  Primer Menurut Perannya Sebagai Jalan Provinsi, bahwa panjang jalan yang tetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 899,33 km, namun dalam perhitungan panjang jalan provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, panjang jalan provinsi berubah sepanjang 865,01 km. Perbedaan yang terjadi disebabkan karena ada sebagian jalan Provinsi yang berubah status menjadi Jalan Nasional yaitu sepanjang 34,32 km. 
Jalan provinsi dalam kondisi mantap (%) merupakan hasil dari kondisi jalan baik ditambah dengan kondisi jalan sedang dibagi dengan panjang jalan keseluruhan dikali 100%
Belum tercapaianya realisasi capaian jalan provinsi kondisi mantap disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran dan kejadian bencana alam tahun 2016 yang melanda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Solusi atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pekerjaan Umum  terus melakukan upaya  Meningkatkan/memelihara akses jalan/jembatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkala.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator jalan Provinsi dalam kondisi mantap.
Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program/kegiatan : Program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; Program pembangunan jalan dan jembatan, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program penyelenggaraan jalan.
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Gambar3.27
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan






· Pelabuhan udara/terminal/pelabuhan dalam kondisi baik (%)
Salah satu indikator kinerja utama adalah Pelabuhan udara/terminal/pelabuhan dalam kondisi baik (%). Berdasarkan data yang diperoleh bahwa  indikator utama Pelabuhan udara/terminal/pelabuhan dalam kondisi baik belum tercapai. Penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan adalah :
1) Pengelolaan pelabuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah jenis pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan dan pelabuhan khusus. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
2) Keterbatasan sumber pendanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan.
3) Adanya rasionalisasi anggaran.
Sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disajikan  pada Tabel berikut di bawah ini.
Tabel 3.44
Sistem Pelabuhan Laut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	NO
	KLASIFIKASI & NAMA PELABUHAN
	KABUPATEN/KOTA

	A
	Pelabuhan Utama
	

	1
	Pelabuhan Tanjung Batu
	Belitung

	B
	Pelabuhan pengumpul  
	

	1
	Pelabuhan Belinyu
	Bangka

	2
	Pelabuhan Sadai
	Bangka Selatan

	3
	Pelabuhan Muntok
	Bangka Barat

	4
	Pelabuhan Pangkal Balam
	Pangkalpinang

	5
	Pelabuhan Tanjung Pandan
	Belitung

	6
	Pelabuhan Manggar
	Belitung Timur



	C
	Pelabuhan pengumpan
	

	1
	Pelabuhan Sungailiat
	Bangka

	2
	Pelabuhan Sungai Selan
	Bangka Tengah

	3
	Pelabuhan Toboali
	Bangka Selatan

	4
	Pelabuhan Tanjung Berikat
	Bangka Tengah

	5
	Pelabuhan Tanjung Kelian
	Bangka Barat

	6
	Pelabuhan Tanjung Tedung
	Bangka Tengah

	7
	Pelabuhan Teluk Asam
	Belitung Timur

	8
	Pelabuhan Dendang
	Belitung Timur

	E
	pelabuhan khusus (wisata)
	

	1
	Pelabuhan Tanjungpandan
	Belitung

	2
	Pelabuhan Tanjung Kelayang
	Belitung



4) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan bandara udara merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah Provinsi belum dapat melakukan intervensi program-program yang mendukung peningkatan kualitas bandara udara. Uuntuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana bandara udara, telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Perhubungan dan Angkasa  Pura II.  

Solusi untuk meningkatkan realisasi capaian Pelabuhan udara/terminal/ pelabuhan dalam kondisi baik adalah  :
1. Menjalin kerjasama pembiayaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan melalui kemitraan pemerintah dan swasta/ investor dalam negeri maupun luar negeri.
2. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dalam upaya  pengelolaan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan melalui kegiatan training atau pelatihan.
3. Menyusun SOP pengelolaan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal bus dalam kondisi baik.
Dukungan program yang menunjang adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
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Gambar 3.28
Dukungan program peningkatan sarana dan
 prasana bandara udara
Gambar 3.29
Alur Pelayaran Penyeberangan Yang Melintasi 
Kepulauan Bangka Belitung

[image: ]







· Rasio elektrifikasi (%)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memerlukan ketersediaan energi listrik guna mendukung perekonomian daerah. Berdasarkan rasio elektrifikasi provinsi sudah mencapai 98,18 %. Realisasi rasio elektrifikasi melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan keseriusan pemerintah daerah dan PT. PLN untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100%. Upaya sinergi PT. PLN dalam mendukung program “Babel Terang”, diwujudkan dengan membangun infrastruktur listrik, dengan salah satu contohnya menambahkan kapasitas mesin pembangkit, penambahan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Data rasio elektrifikasi per Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel berikut :
Tabel 3.45
Rasio elektrifikasi per Kabupaten/Kota se 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	No
	Nama Kabupaten/Kota
	Jumlah  Desa
	Jumlah Kelurahan
	%  elektrifikasi

	1
	Kabupaten Bangka
	62
	15
	98,6

	2
	Kabupaten Bangka Barat
	60
	4
	98,7

	3
	Kabupaten Bangka Tengah
	56
	7
	96,8

	4
	Kabupaten Bangka Selatan
	50
	3
	98,4

	5
	Kabupaten Belitung
	42
	7
	97,7

	6
	Kabupaten Belitung Timur
	39
	0
	97,1

	7
	Pangkalpinang
	 
	42
	100

	8
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	 
	 
	98,18


Sumber : Data diolah, 2017	









Gambar 3.30
Perbandingan Rasio Elektrifikasi per Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk meningkatkan ketercapaian rasio elektrifikasi 100% dengan melakukan pendekatan berupa : 
1. Mengusahakan sumber pendanaan dan pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan luar negeri.
2. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BUMN untuk pembiayaan pengembangan pengadaan listrik.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2014, PT. PLN (persero) Wilayah Bangka Belitung berkoordinasi dengan Distamben mengenai data Rumah Tangga Sasaran (RTS) di pedesaan yang belum dialiri listrik untuk bantuan pemasangan listrik gratis berdaya 450V.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan dengan indikator Rasio Elektrifikasi.
[image: D:\DISTAMEBEN\PROGRAM DAN EVALUASI\FOTO DISTAMBEN\2016\FOTO PJUTS2016\20161024_111356.jpg]Program/kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
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  Gambar 3.31
Babel Terang

















k. Misi Keempat
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
	Tujuan :	
Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh

	Sasaran Strategis   
Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh

	Indikator Kinerja Utama :
1. Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%)
2. Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.46
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh.

	1.Persentase kawasan strategis yang dikembang kan (%).
	10,34
	17,24
	17,20
	17,24
	166,34
	100

	
	2.Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	
	1
	
	1
	
	100


Sumber : Bapppeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan indikator Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%) dan Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian Persentase kawasan strategis yang dikembangkan sebesar 17,24 %, terealisasi sebesar 17,24 % atau tercapai capaian sebesar 100 %. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 sebesar 100% dan capaian realisasi tahun 2015 sebesar 166,34 %. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan indikator Persentase kawasan strategis yang dikembangkan dalam kondisi mantap (%) tahun 2016 dikategorikan “berhasil”.
Target indikator kinerja capaian Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan sebesar 1, terealisasi sebesar 1 atau tercapai capaian sebesar 100%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan indikator jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkandikategorikan“berhasil”.
Tabel 3.47
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh.



	1.Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%).
	
	3,50
	6,89
	17,20
	17,24

	
	2.Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	
	
	
	
	1,00


   Sumber : Bapppeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.47
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh.



	1.Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%).
	17,24
	17,24
	100

	
	2.Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	1
	1
	100


    Sumber : Bapppeda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahunan sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh dari tahun ke tahun, disajikan pada Gambar berikut
Gambar 3.32
Capaian sasaran strategis berkembangnya kawasan ekonomi khusus, 
wilayah strategis dan cepat tumbuh




Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 
Kawasan strategis provinsi di Kabupaten kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :
1. Bidang Ekonomi
a. Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah 
b. Kawasan terpadu Mandiri Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan 
c. Kawasan Minapolitan Lepar Pongok di  Kabupaten Bangka Selatan
d. Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik di Kabupaten Belitung
e. Kawasan Ekonomi Khusus Suge di Kabupaten Belitung 
f. Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung 
g. Kawasan Terpadu MandiriGantung  di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
h. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) di Kabupaten Belitung Timur
i. Kawasan Pelabuhan ASDP Manggar di Kabupaten Belitung Timur.
2. Bidang Sosial Budaya; adalah Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan STAIN di Kabupaten Bangka, Kota Tua Muntok di Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung
3. Bidang Lingkungan yaitu Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung); Kota Kapur (Bangka), dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung
Untuk lebih jelasnya sebaran kawasan strategis provinsi sebagaimana yang dimaksud di atas dapat disajikan pada Gambar bawah ini.










Gambar 3.33
Lokasi kawasan strategis Provinsi
[image: D:\MyProject_2013\7 Babel 2013\RTRW Babel 2014\PETA JPG BABEL NEW 24022014\Peta Kawasan Strategis.jpg]


















Kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan target 1 terealisasi 1. Kawasan ekonomi khusus yang dimaksud adalah kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang Pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penetapan Tanjung Kelayang sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata tentunya mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan pariwisata di pulau Belitung khususnya. Dampak positif tersebut tentunya berimbas pada dampak peningkatan ekonomi masyarakat di pulau Belitung. 
· Hambatan dan kendala yang dihadapi  dalam mencapai sasaran strategis “Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh“ adalah :
1. Masih kurangnya sinkorinisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus.
2. Belum optimalnya infrastruktur pendukung kawasan ekonomi. Infrastruktur pendukung tersebut seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, akses jalan, sumber air, listrik dan lain sebagainya
3. Status kepemilikan lahan pada kawasan ekonomi khusus masih terdapat beberapa yang tumpang tindih kepemilikan.
4. Belum adanya insentif dari Pemerintah daerah bagi investor yang akan mengembangkan kawasan ekonomi khusus.  
· Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Diperlukan upaya sinkronisasi kebijakan percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus.
2. Mengoptimalkan sumber pendanaan untuk membangunan kawasan ekonomi khusus.
3. Mendorong program percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus dengan melibatkan stakeholder terkait.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh indikator kinerja presentase kawasan strategis yang dikembangan dan jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan.
Program dukungan terhadap sasaran strategis “Berkembangnya kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah Program Kerjasama Pembangunan, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah strategis & cepat tumbuh, Program pembangunan kawasan transmigrasi dan Pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.





















l. Misi Kelima
Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government.
	Tujuan :	
Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien

	Sasaran Strategis   
Menguatnya tata kelola pemerintah daerah

	Indikator Kinerja Utama :
1. Opini audit BPK
2. Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor)
3. Indeks Reformasi Birokrasi



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.48
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.Menguatnya tata kelola pemerintah daerah. 
	
1.Opini Audit BPK.

	WDP
	WTP
	WDP
	WDP
	100
	WDP

	
	2.Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor).

	61,00
(B)
	65,00 (B)
	60,69
(B)
	60,69
(B)
	99,93
	100

	
	3.Indeks Reformasi Birokrasi.
	45,00
	62,25
	60,36
	63,16
	134,13
	101,46


Sumber : DPPKAD dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis menguatnya tata kelola pemerintah daerah dengan  indikator Opini Audit BPK, Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor) dan Indeks Reformasi Birokrasi. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian indikator Opini Audit BPK sebesar WTP, terealisasi dari target sebesar WDP. Bila dibandingkan capaian realisasi tahun 2016 adalah WDP dan capaian realisasi tahun 2015 adalah WDP. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menguatnya tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Opini Audit BPK sebesar WTP tahun 2016 dikategorikan “berhasil”.
Target indikator kinerja capaian Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor) tahun 2016 sebesar 65 (B), terealisasi sebesar 60,9 (B) atau tercapai capaian sebesar 100% Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menguatnya tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor) dikategorikan “berhasil”.
Target indikator kinerja capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,5, terealisasi sebesar 63,16 atau tercapai capaian sebesar 101,46%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis menguatnya tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dikategorikan“sangat berhasil”.
Tabel 3.49
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Menguatnya tata kelola pemerintah daerah. 
	1.Opini Audit BPK.

	WDP
	WDP
	WDP
	WDP
	WDP

	
	2.Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor).
	44,11 (C)
	51,38 (CC)
	55,08 (CC)
	60,69
(B)
	B

	
	3.Indeks Reformasi Birokrasi.
	
	
	39,42
	60,36
	63,16


     Sumber : DPPKAD dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016






Tabel 3.50
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Menguatnya tata kelola pemerintah daerah. 
	1.Opini Audit BPK.

	WTP
	WDP
	WDP

	
	2.Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor).
	70,00 (B)
	60,69
	Baru tercapai 86,7%

	
	3.Indeks Reformasi Birokrasi.
	65,00
	63,16
	97,16


    Sumber : DPPKAD dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.51
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Menguatnya tata kelola pemerintah daerah. 
	1.Opini Audit BPK.
	WDP
	WTP
	

	
	2.Penilaian Akuntabilitas kinerja (skor).
	B
	AA
	

	
	3.Indeks Reformasi Birokrasi.
	63,16
	
	


	Sumber : DPPKAD dan Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

· Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)
Untuk mengetahui trend penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disajikan pada Gambar berikut :





Gambar 3.34
Trend Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



· Indeks reformasi birokrasi
Untuk mengetahui trend Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.35
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 



· Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Menguatnya tata kelola pemerintah daerah“ adalah : 
1. Penataan asset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terinventarisir dengan baik, sehingga sangat berpengaruh terhadap masih diperolehnya opini audit BPK yaitu WDP.
2. Masih kurangnya pemahaman SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membenahi dokumen pendukung reformasi birokrasi dan dokumen SAKIP dan pentingnya pemanfaatan dokumen tersebut bagi peningkatan kinerja SKPD.
3. Masih kurangnya pemahaman SKPD untuk mengimplementasikan penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kinerja organisasinya.
4. Masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembenahan dokumen SAKIP sehingga penilaian akuntabilitas kinerja daerahnya meningkat.
5. Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya pegawai di SKPD yang benar-benar memahami tentang reformasi birokrasi dan SAKIP.
6. Kurangnya jumlah Sumber Daya pegawai yang kompeten dalam memberikan materi tentang SAKIP sehingga pembinaan terhadap kabupaten/kota dirasakan masing kurang.
7. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Evaluator SAKIP di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga kualitas penilaian SAKIP SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih kurang.
8. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap kebutuhan data dan informasi pada saat penyampaian laporan kinerja.
· Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Penataan asset daerah berdasarkan inventarisir Barang Milik Daerah.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu intens melakukan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terkait penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SAKIP secara berkelanjutan.
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu melakukan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman terhadap implementasi SAKIP baik dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk :
· Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP.
· Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
· Melakukan monitoring dan evakuasi pasca penyusunan perjanjian kerja dan laporan kinerja ke Kabupaten/kota mulai tahun 2016.
4. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Tim evaluator SAKIP selalu melakukan pembekalan terhadap Tim evaluator SAKIP di Kabupaten/Kota setiap tahun.
5. Membangun sistem pengumpulan data dan informasi kinerja dan data pendukung penguatan reformasi birokrasi secara sistematis.
· Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program efisien terhadap pencapaian sasaran staretgis Menguatnya tata kelola pemerintah daerah indikator kinerja opini audit BPK, penilaian akuntabilitas kinerja dan indeks reformasi birokrasi.
· Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program yang menunjang kinerja skpd : 
1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa program : peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah, dan program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan : 
· Kegiatan Bimbingan Implementasi SAKIP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
· Kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
· Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja se – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
· Kegiatan Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa program :
a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, dengan kegiatan :
· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.
b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, dengan kegiatan :
· Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas.













m. Misi Kelima
Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government.
	Tujuan :	
Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien

	Sasaran Strategis   
Terwujudnya pemerintahan yang demokratis

	Indikator Kinerja Utama :
Terwujudya pemerintahan yang demokratis.



Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran disajikan pada Tabel berikut
Tabel 3.52
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 

	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target (RPJMD)
	Realisasi
	Capaian  (%)

	
	
	2015
	2016
	2015
	2016
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
1.Terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

	
Indeks Demokrasi indonesia Provinsi 

	75,50
	76
	75,42
	72,31*
	99,89
	95,1


Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016
*data realisasi tahun 2015.

Berdasarkan tabel diatas, sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang demokratis memiliki indikator kinerja indeks demokrasi Indonesia Provinsi. 
Sebagaimana target tahun 2016 indikator kinerja Capaian indikator indeks demokrasi Indonesia Provinsi adalah 76 terealisasi target sebesar 75,42 atau capaian realisasi tahun 2016  sebesar 99,2%. Berdasarkan tabel skala pengukuran capaian sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang demokratis dengan indikator Indeks Demokrasi indonesia Provinsi tahun 2016 dikategorikan “berhasil”.


Tabel 3.53
Realisasi Kinerja Tahunan 
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Tahun

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

	Indeks Demokrasi indonesia Provinsi 

	69,37
	68,79
	75,32
	75,42
	72,31


   Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.54
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan akhir RPJMD
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Target Akhir RPJMD 
(2017)
	Realisasi Tahun 2016
	Tingkat Kemajuan (persen) 

	1
	2
	3
	4
	5

	
1.Terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

	
Indeks Demokrasi indonesia Provinsi

	76,75
	72,31
	94,2


   Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Tabel 3.55
Pencapaian Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target Nasional
	Sasaran Strategis 
	Indikator Kinerja
	Realisasi Tahun 2016
	Realisasi Nasional 
	Ket 
(+/-) 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Terwujudnya pemerintahan yang demokratis.
	Indeks Demokrasi indonesia Provinsi 

	72,31
	Belum ada data realisasi nasional
	


   Sumber data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan nilai indeks yang mempresentasikan kondisi demokratis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan 3 (tiga) indikator ; kebebasan sipil, hak – hak politik dan lembaga demokrasi. 
Untuk mengetahui perkembangan indeks demokrasi Provinsi disajikan pada Gambar berikut :
Gambar 3.36
Perkembangan Indeks Demokrasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


· Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis “Terwujudnya pemerintahan yang demokratis“ adalah : 
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat saling menghargai pendapat dan pikiran yang disampaikan dalam menanggapi isu atau permasalaha politik.
2. Masih kurangnya peran keluarga, sekolah maupun perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan politik.
· Usulan upaya pemecahan masalah terhadap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :
1. Membiasakan diri untuk berperilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari hari  di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
2. Menyadari seutuhnya sebagai manusia madani, yaitu : 
· Kenyataan adanya keragaman budaya indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa indonesia dan kebudayaan nasional.
· Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.
· Adanya toleransi yang tinggi.
· Adanya kepastian hukum.
· Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

· Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya menggambarkan capaian realisasi anggaran program belum efisien terhadap terwujudnya pemerintahan yang demokratis dengan indikator kinerja indeks demokrasi Indonesia Provinsi.
· Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis ini adalah program/kegiatan yang menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah program pengembangan wawasan kebangsaan, program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dan program pendidikan politik masyarakat.

C. Realisasi Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai  dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 11 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah.
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Didalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari atas  :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Dana Perimbangan;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Sedangkan didalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 26  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:
a. 	Pajak Daerah;
b. 	Retribusi Daerah;
c. 	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. 	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pajak Daerah Provinsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun  yang masih perlu diintensifkan pemungutannya meliputi:
a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
c) Pajak Air Permukaan (PAP);
d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).
	Dengan adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000), potensi pajak daerah provinsi yang mengalami perubahan juga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:                                                                                                         
a) Adanya penambahan objek pajak baru yang dikelola Pemerintah Provinsi yaitu Pajak Rokok;
b) Dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kendaraan Dinas;
c) Adanya pengalihan pengelolaan terhadap Pajak Air Bawah Tanah, maka Pemerintah Provinsi hanya mengelola Pajak Air Permukaan saja;
d) Penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Demikian juga dengan retribusi daerah, mengingat potensinya yang besar, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan ekstensifikasi, karena itu instansi pemungut dapat mengajukan Peraturan Daerah tentang Retribusi. Strategi yang tepat yang diimplementasikan melalui sebuah kebijakan yang efektif akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan restribusi untuk memenuhi kewajibannya selaku warga negara yang baik.

2. Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2016. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.017.171.126.824,26 dan realisasi sebesar Rp1.949.460.754.180,80 atau 96,64%. Dibandingkan dengan tahun 2015, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp1.886.998.635.504,14 atau meningkat 1,74%.
Perincian terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2016, sebagai berikut : 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tartget pendapatan daerah yang bersumber dari PAD sebesar Rp581.397.810.824,26 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp574.456.474.397,80 atau 98,81%. dengan perincian sebagai berikut :
1).	Pajak daerah tahun 2016 ditargetkan Rp509.130.376.289,67 terealisasi Rp507.983.460.531,72 atau 99,77%. 
2). Restribusi daerah tahun 2016 ditargetkan Rp8.886.514.493,56 terealisasi Rp8.833.530.630.591,72 atau 99,40%. 
3).	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 ditargetkan Rp5.613.342.2583,77 terealisasi Rp5.613.342.582,77 atau 100%. 
4).	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2016 ditargetkan Rp57.767.577.457,26 terealisasi Rp52.026.040.691,59 atau 90,06%. 
b. 	Dana Perimbangan
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada tahun 2016 ditargetkan Rp1.430.773.316.000 terealisasi sebesar Rp1.190.085.279.783.000,00 atau 83,18%. Dana Perimbangan Tahun 2016 dirinci sebagai berikut :
1).	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak pada tahun 2016 sebesar Rp142.862.982.783,00. 
2). 	Dana Alokasi Umum pada tahun 2016 sebesar Rp905.526.208.000,00. 
3).	Dana Alokasi Khusus pada tahun 2016 sebesar Rp141.696.089.000,00. 
Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana perimbangan mengalami kenaikan dari Rp1.130.400.495.449,00 pada tahun anggaran 2015 menjadi Rp1.130.400.495.449,00 dalam tahun anggaran 2016 atau meningkat 12,66%.	
3. Belanja Daerah
Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah. Pada tahun anggaran 2016 dialokasikan sebesar Rp2.354.864.921.673,87 terealisasi sebesar Rp2.084.047.215.107,72 atau 88,50 % dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung dianggarkan Rp1.311.959.122.367,45 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp1.210.032.966.973,87 atau 92,23%.
b. Belanja Langsung
Belanja langsung dianggarkan Rp1.042.905.799.306,42. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp874.014.248.133,85 atau 83,81%.
Berdasarkan 
Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nilai belanja APBD tahun 2016 sebesar  Rp2.439.184.029.678,34, namun belanja tersebut mengalami perubahan sebesar Rp2.354.864.921.673,87. Penyebab terjadinya perubahan anggaran disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran.

4. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Realisasi anggaran merupakan besarnya biaya yang diperlukan dalam upaya pencapaian kinerja organisasi. Anggaran yang dibutuhkan untuk menunngu kinerja organisasi tahun 2016 sebesar Rp 462.773.033.515 (empat ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juga tiga puluh riga ribu lima ratus lima belas rupiah).
Untuk lebih jeasnya realisasi anggaran dan kinerja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Realisasi Dukungan Program
	No
	Sasaran
	Indikator
	Realisasi Capaian
	Realisasi Anggaran
	Ket

	1
	Meningkatnya pendapatan masyarakat.
	PDRB Perkapita (Rp)

	97,8%

	84,44%
	

	2
	Meningkatnya konsumsi masyarakat.
	Daya Beli Masyarakat (Rp)
	97,19%
	93,36%
	

	
	
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita
	156,85%
	78,27%

	

	3
	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
	102,83%
	90,72%

	

	
	
	Persentase Wirausaha Baru (%)
	20%
	77,96%
	

	4
	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat.
	Indeks Gini

	104,48%
	85,10%

	

	
	
	Indeks Williamson
	87,15 %
	88,17%
	

	5
	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (%).
	100,12%

	77,04%

	




	No
	Sasaran
	Indikator
	Realisasi Capaian
	Realisasi Anggaran
	Ket

	6
	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
	Angka Melek Huruf

	99,37%
	95,50%

	

	
	
	Angka Rata-rata Lama Sekolah
	93,04%
	85,40%
	

	
	
	Angka Harapan Hidup (AHH)
	100.12%
	70,44%
	

	
7
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam. 
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	91,17%
	89,70%

	

	8
	Pencegahan kerusakan lingkungan.
	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%).
	100%
	92,79%

	

	9
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang
	Ketaatan terhadap RT/RW
	100%
	51,65%

	

	10
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.
	Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap (%)
	98,08%
	93,40%

	

	
	
	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal bus dalam kondisi baik (%)
	98%
	94,60%

	

	
	
	Rasio Elektrifikasi (%)
	100,7%
	97,69%
	




	No
	Sasaran
	Indikator
	Realisasi Capaian
	Realisasi Anggaran
	Ket

	11
	Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. 
	Persentase kawasan strategis yang dikembangkan (%)

	100%
	86%

	

	
	
	Jumlah kawasan ekonomi khusus yang dikembangkan
	100%
	52%
	

	12
	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah.
	Opini  Audit BPK
	WDP
	88,24%
	

	
	
	Penilaian Akuntabilitas Kinerja (skor)
	-
	96,24%
	

	
	
	Indeks Reformasi Birokrasi
	-
	73,18%
	

	13
	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
	72,31
	94,80
	



Capaian PRDB per Kapita	2012	2013	2014	2015	2016	35100000	38180000	41350000	44428548	46457435	Target RPJMD	2014	2015	2016	40150000	44379000	54320131	Realisasi	2014	2015	2016	41350000	44428548	46457435	PDRB	Pangkalpinang	Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Seatan	Belitung	Belitung Timur	52062030	35195073	58334682	39004833	35826820	41965235	51196432	Provinsi	Pangkalpinang	Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Seatan	Belitung	Belitung Timur	46457435	46457435	46457435	46457435	46457435	46457435	46457435	Daya Beli masyarakat	
Pangkalpinang	 Bangka	Bangka Barat	 Bangka Tengah	Bangka Selatan	 Belitung	Belitung Timur	14707000	10904000	11243000	12210000	10824000	12443000	10523000	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	
Pangkalpinang	 Bangka	Bangka Barat	 Bangka Tengah	Bangka Selatan	 Belitung	Belitung Timur	17991807	14462730	13462730	12418648	12562631	16450380	14476561	
Daya beli masyarakat	2012	2013	2014	2015	2016	11210000	11657000	11691000	11885000	11781000	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	2012	2013	2014	2015	2016	9824364	11276712	13109052	14747648	26046564	%TPAK Kab/Kota	
Kota Pangkalpinang	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung Timur	67.410000000000025	63.88	65.47	66.48	70.319999999999993	67.64	68.11	
Persen UMKM	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur	12	23	8.8000000000000007	24.2	20.7	6.8	4.5	Indeks Gini	2012	2013	2014	2015	2016	0.29000000000000031	0.31000000000000238	0.30000000000000032	0.27	0.28000000000000008	Indeks Williamsom	2012	2013	2014	2015	2016	0.28400000000000031	0.30400000000000038	0.29400000000000032	0.21900000000000044	0.251	Usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	2012	2013	2014	2015	2016	59.39	62.92	66.459999999999994	75.28	73.81	2012	
Angka Melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Angka harapan hidup	95.88	7.68	69.2	2013	
Angka Melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Angka harapan hidup	96.440000000000026	7.73	69.209999999999994	2014	
Angka Melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Angka harapan hidup	96.710000000000022	7.8	69.25	2015	
Angka Melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Angka harapan hidup	97.63	7.35	69.72	2016	
Angka Melek huruf	Angka rata-rata lama sekolah	Angka harapan hidup	97.63	7.79	69.72	2015	
Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung	Kab. Belitung Timur	Kota Pangkalpinang	97.86999999999999	98.86	96.36	97.78	95.440000000000026	98.77	98.6	Prov. Kep. Babel = 97,63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	97.63	



Realisasi	Pangkalpinang	Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	9.99	7.96	7.4300000000000024	6.9700000000000024	5.75	8.27	7.8599999999999985	
Angka Harapan Hidup	Kota Pangkalpinang	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung Timur	72.510000000000005	70.48	69.47	70.28	66.86	70.319999999999993	71.23	
Capaian IKLH	2012	2013	2014	2015	2016	58.190000000000012	59.290000000000013	60.21	60.56	57.44	Ketaatan terhadap RTRW	2012	2013	2014	2015	2016	87.5	95	100	100	100	Jalan Mantap (%)	2012	2013	2014	2015	2016	61.47	69.790000000000006	96.73	92.2	95.63	Pelabuhan udara/terminal dalam kondisi baik (%)	2012	2013	2014	2015	2016	65	70	75	80	83	Rasio elektrifikasi (%)	2012	2013	2014	2015	2016	79.940000000000026	80.95	88.97	96.9	98.179999999999978	Persen mantap	Pangkalpinang	Kabupaten Bangka	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung timur	91.42	92.55	97.34	95.47	96.2	96.1	89.27	
% elektrifikasi	Kab. Bangka	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	Kab. Bangka Selatan	Kab. Belitung 	Kab. Belitung  Timur 	98.6	98.7	96.8	98.4	97.7	97.1	% KS yang dikembangkan	2013	2014	2015	2016	3.5	6.89	17.2	17.239999999999988	Nilai Akuntabilitas	2012	2013	2014	2015	2016	44.11	51.38	55.08	60.690000000000012	60.71	IRB	2014	2015	2016	39.42	60.36	63.160000000000011	IDI	2012	2013	2014	2015	2016	69.36999999999999	68.790000000000006	75.319999999999993	75.42	76.099999999999994	(%)Skala Capaian	Lebih besar 100	75-100	55-75	kurang 50	29	69	0	1	image1.jpeg
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